Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Perpres No 64 Tahun 2020 Tentang Kenaikan Turan
BPIJS Pasca Putusan Mahkamah Agung No 7P/HUM/2020

SKRIPSI

Oleh:
Mohamad Dafid Svyaifudin

NIM: C95216122

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syari’ah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)
SURABAYA
2021



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  Mohamad Dafid Syaifudin

NIM : C95216122

Fakultas/Jurusan/Prodi  : Syari’ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
Tata Negara (Siyasah)

Judul Skripsi : Tinjauan Figih Siyasah Terhadap Perpres No 64

Tahun 2020 Tentang Kenaikan Iuran BPJS Pasca
Putusan Mahkamah Agung No 7P/HUM/2020

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan dalah hasil penelitian/karya saya

sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 3 Januari 2021
Saya yang menyatakan

Mohamad Dafid Syaifudin
NIM : C95216122




PERSETUJUAN PEMBIMBING
Skripsi yang ditulis oleh Mohamad Dafid Syaifudin NIM. C95216122 ini telah

diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 3 Januari 2020

Dr. H. Suis, M.FiLI

BHP.19ﬁ201011997031002



PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mohamad Dafid Syaifudin ini telah dipertahankan di
depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan
Ampel Surabaya pada hari Jum’at, 15 Januari 2021 dan dapat diterima sebagai
salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam
IImu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji 11,

Dr. Moh. Syaeful Baltar-S.Ag. . M.Si
NIP. 197803152003121004

Penguji IV,

Elly Uzlifatul Jannah, M.H.
NIP. 199110032019032018

Surabaya, 15 Januari 2021
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya




[/q KEMENTERIAN AGAMA
\ UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

\h{{laj PERPUSTAKAAN

UIN SUNAN AMPEL JI. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-84.31972 Fax.031-8413300
SURABAYA E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagati sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MOHAMAD DAFID SYAIFUDIN

NIM 1195216172

Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
E-mail address . dafid.syaifudin@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan
UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

I Sekripsi ] Tesis [ Desertasi [ Eaandain (oo )
yang berjudul :

TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PEPRES NO 64 TAHUN 2020 TENTANG

KENAIKAN IURAN BPJS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 7P/HUM/2020

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif i
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam  bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan
akademis tanpa perlu meminta 1jin dar saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai
penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara prbadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN
Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta

dalam karya lmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 3 Januar 2021
Penulis
\1
AV

—~
Mohamad Dafid Syaifudin



ABSTRAK

Skripsi ini mengambil judul “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Perpres
No 64 Tahun 2020 Tentang Kenaikan Iuran BPJS Pasca Putusan Mahkamah
Agung No 7P/HUM/2020”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang
dituangkan kedalam dua rumusan masalah yaitu : Bagaimana Keputusan Presiden
dalam Perpres No. 64 Tahun Dalam Menaikkan Iuran BPJS Pasca Putusan
Mahkamah Agung No 7P/HUM/2020. Serta Bagaimana Tinjauan Figh Siyasah
Terhadap Keputusan Presiden dalam Perpres No. 64 Tahun Dalam Menaikkan
Iuran BPJS Pasca Putusan Mahkamah Agung No 7P/HUM/2020.7?

Skripsi ini merupakan penelitian normatif, sehingga data yang diperlukan
dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (/ibrary
research ) yang masih relevan dengan sumber data baik dari buku, jurnal, artikel,
penelitian terdahulu dan bahan-bahan hukum lainnya. Yang kemudian dianalisis
juga dengan menggunakan kaca mata hukum islam yakni figh khususnya dalam
bidang Siyasah dusturiyah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Agung yang
membatalkan tarif kenaikan iuran BPJS, Presiden tetap menerapkan kenaikan
iuran BPJS dengan cara mengeluarkan Perpres no 64 tahun 2020 tentang
perubahan kedua tentang perubahan ke kedua peppres no 82 tahun 2018. Tentu
hadirnya Perpres tersebut tidak sejalan dengan nafas putusan Mahkamah Agung
yang telah membatalkan pasal kenaikan iuran BPJS. Dan secara tidak langsung
kebijakan pemerintah melangkahi adanya putusan Mahkamah Agung. alasan MA
membatalkan Perpres lama bukan karena masalah besaraninominal tetapi lebih
kepada langkah "pemerintah - dalam - menaikkan “iuran '‘BPJS "karena masalah
sebenarnya terletak pada buruknya manajemen BPJS secara keseluruhan sehingga
menaikkan iuran tentu bukan solusi yang efektif..

Dalam kajian Hukum Tata Negara (Siyasah) Presiden sebagai pelaku
kekuasaan eksekutif disebut juga dengan Sultah Tanfiidziah yang bertugas
melaksanakan undang-undang. Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah
pemerintah (kepala negara) yang melaksanakan politik kekuasaan eksekutif
sesuai dengan nash dan kemaslahatan. kepemimpinan politik islam didirikan
untuk melanjutkan tugas-tugas kenabian dalam memelihara agama dan
mengelola kebutuhan dunia masyarakat. Sedangkan dalam bidang yudikatif
terdapat lembaga yang di sebut sebagai lembaga wilayah al — mazalim sebagai
pelaku kekuasaan kehakiman dalam prespektif Hukum Tata Negara Islam
(Siyasah). Lembaga ini bertugas untuk menyelesaikan perkara-perkara yang
berkaitan dengan penguasa dan rakyatnya.

Presiden dalam menerbitkan sebuah peraturan khususnya berkaitan
dengan progam Jaminan kesehatan harus memperhatikan putusan pengadilan
sebagai bentuk kedewasaan berdemokrasi sehingga peraturan yang lahir tidak
secara nyata bertentangan dengan putusan pengadilan sebelumnya
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